
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan adalah sunnatullah yang secara umum berlaku bagi semua 

makhluk yang ada di bumi, dimana manusia, hewan, dan tumbuhan diciptakan 

Allah adalah secara berpasang-pasangan dan dalam hal pernikahan Allah 

menganjurkan kepada umatnya (manusia) untuk melakukan perkawinan secara 

syariat Islam. 

Firman Allah dalam surah Yasin ayat 36: 

                          

     

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya 

baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun 

dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin:36).
1
 

 

 

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang 

perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’andan Terjemahannya, (Surabaya: UD. Mekar Surabaya, 2000), 

710. 
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keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.
2
 

 Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan 

memiliki dua aspek yaitu: 

1. Aspek formal (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat ‘ikatan lahir 

batin’, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan 

secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan 

terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari 

perkawinan itu; 

2. Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya ‘membentuk keluarga’ 

dan berdasarkan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, artinya perkawinan 

mempunyai hubungan erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja 

jasmani tapi unsur batin berperan penting.
3
 

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan 

suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan 

untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat 

mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati 

curahan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga 

mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, 

sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang 

                                                           
2
 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia di Lengkapi Undang-Undang Perkawinan, (Surabaya: 

Akademika Pressindo, t.t.),5 
3
 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, Cet:II, 

2010), 103-104. 
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kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan 

ikatan perjanjian antara suami istri dengan kalimat ‚mithaqan ghaliz}an‛ 

yaitu perjanjian yang kokoh. Sebagaimana oleh Allah dalam firman-Nya: 

                     

      

Artinya:  Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal 

sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 

sebagai suami-istri. dan mereka (isteri-isterimu) telah 

mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
4
 

  

Pernikahan sesuai dengan syariat Islam adalah: menjaga kehormatan diri 

sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, 

menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan 

mempunyai keturunan, menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan 

keluarga yang merupakan dari masyarakat, menciptakan sikap bahu-membahu 

antar suami istri untuk mengemban kehidupan, sebuah akad kasih sayang dan 

tolong-menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antar keluarga.
5
 

Ada lima faedah (keuntungan) perkawinan: memperoleh anak, 

mematahkan (menyakurkan) syahwat, menghibur diri, menambah anggota 

keluarga, dan berjuang melawan kecenderungan nafsu (dengan menangani dan 

mengatasi bermacam-macam keadaan yang timbul semua itu).
6
 

                                                           
4
Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakat II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9-10. 

5
 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuh, Jilid 9,(Jakarta: Gema Insani, 2011), 40-41 

6
 Al-Ghazali, Menyingkap Hakikat Perkawinan, (Bandung: Penerbit Karisma, Cet.1  
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Dalam penjelasan mengenai Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 

Tahun 1974 mengenai tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, 

agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan material.
7
 

 Keluarga adalah faktor yang penting dalam proses pengaturan anak. 

Meskipun bukan satu-satunya faktor, namun keluarga merupakan unsur yang 

sangat menentukan pembentukan kepribadian dan kemampuan anak.Secara 

teoritis dapat dipastikan bahwa dalam keluarga yang baik, anak memiliki dasar-

dasar pertimbangan dan perkembangan yang cukup kuat untuk menjadi manusia 

dewasa.
8
 

Untuk mewujudkan keturunan yang saleh merupakan tujuan dari 

disyariatnya perkawinan dan suatu kewajiban bagi suatu rumah tangga. 

Kewajiban itu baru bisa terlaksana bilamana rumah tangga diliputi oleh suasana 

damai dan tenteram, serta kehidupan yang selalu didasarkan atas ketakwaan 

kepada Allah swt. Karena hanya petunjuk Allah yang mampu memberikan 

kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia baik di dunia maupun di 

akhirat. Oleh karean itu, suasana damai dan takwa harus diwujudkan, bukan 

sekedar dimaksudkan untuk kenikmatan suami istri akan tetapi terutama untuk 

kepentingan anak keturunan.
9
 

                                                           
7
 Kompilasi Hukum Islam di Lenkapi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, (Surabaya: 

Akademika Pressindo, t.t.) 29. 
8
 Fuaduddin Tm, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan 

Gender, 1999),5.  
9
 M. Qurrais Sihab, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1994), 286. 
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Dalam pernikahan tidak selalu berjalan dengan baik, terkadang terjadi 

perselisihan antara suami istri. Apabila terjadi perselisihan sebaiknya 

diselesaikan hingga tidak terjadi perselisihan.  Karena  bagaimanapun baik suami 

maupun istri tidak menginginkan itu terjadi. Lebih-lebih sebuah Hadis 

menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi sesunggungnya perbuatan itu 

dibenci oleh Allah swt. Seperti Hadis yang dikutip dari buku karya Slamet 

Abidin dan Aminuddin yaitu: 

  

(        

Artinya: Dari Ibnu Umar, Bahwa Rasulullah saw bersabda: Perbuatan halal yang 

sangat dibenci Allah adalah talak. (HR. Abu Dawud dan hakim dan 

disahkan olehnya).
10

 

 

 

Menurut pasal 41 dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974, 

dijelaskan akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

a. Baik ibu bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi 

keputusan; 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan 

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilama bapak dalam kenyataan 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

                                                           
10

Slamet Abidin dan Aminddin, Fiqih Munakahat II, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 10. 
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c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas 

istri. 

Akan tetapi hak anak menurut Islam adalah pengasuh atau pemeliharaan 

anak yang dilakukan oleh pengasuh muslim. Maksudnya orang yang mengasuh 

anak harus beragama Islam, sebab orang yang mengasuh anak memiliki 

kekuasaan terhadap anak yang diasuh. Dalam hal ini, non muslim tidak memiliki 

kekuasaan atas orang (anak) muslim.
11

 

Menurut jumhur ulama aspek keislaman itu sangat penting, karena tugas 

pengasuhan itu adalah tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak 

yang diasuh, jikalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak 

yang diasuh menjauh dari agama. 

Sesuai pemikiran diatas, maka penulis ingin meneliti perkara hadanah 

yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, yang mana telah 

menetapkan putusan bahwa ibu yang murtad sebagai pihak yang berhak atas hak 

asuh anak setelah terjadi perceraian.
12

 

Putusan dari Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara Nomor 

103/Pdt.G/2011/PA.Sda.   Bahwa selama 1 tahun 6 bulan masa pernikahan 

mereka hingga pada saat gugatan tersebut diajukan, telah menghasilkan seorang 

anak  berumur 1 tahun 3 bulan.  Pemicu perceraian tersebut disebabkan 

terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut: 

                                                           
11

 Mustafa Dib Al-Bugha,Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’I, (Jakarta: Noura Books, 2012), 514-

515. 
12

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006),329. 
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1) Termohon sering cemburu pada Pemohon 

2) Termohon sering terjadi pertengkaran sebab Pemohon mengajak 

Termohon hidup mandiri tetapi termohon tidak mau dengan alasan tidak 

siap; 

3) Termohon bila dinasehati tidak pernah didengar; 

4) Termohon telah kembali ke agamanya yang semula yaitu agama Kristen 

Protestan atau disebut murtad. 

Unsur alasan perceraian mengenai antara suami istri terjadi perselisihan 

sebagaimana dikehendaki sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 Jo oasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 dan 

pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum mengenai kemurtadan 

Termohon. 

Mengenai hak asuh anak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum 

Islam pasal 105 huruf (a) dan (c) yang berbunyi: 

‚Dalam hal terjadinya perceraian:  

a) Pemeliharaan anak yang beluk mumayiz belum berumur 12 tahun adalah 

hak ibunya; 

b) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

Dalam kasus perceraian tersebut, dalam amar putusannya Pengadilan 

Agama Sidoarjo menetapkan hak asuh anak yang diberikan kepada istri yang 

murtad. Kemudian Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus 

tersebut dan bagaimana analisis pendekatan maq<as}id sha<riah terhadap masalah 

ini. 
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Untuk mengetahui apa saja pertimbangan  dan dasar hukum hakim dalam 

memutuskan perkara tersebut dan bagaimana analisis pendekatan maq<as}id 

sha<riah terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Maka dari sinilah  

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya sebagai syarat 

akademik dengan judul penelitian tinjauan maq<as}id sha<riah. 

 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah 

dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah di atas dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Hak asuh anak menurut hukum Islam 

2. Syarat-syarat orang tua yang berhak mendapat hak asuh anak. 

3. Menentukan hukum pemberian hak asuh anak menggunakan maq<as}id 

sha<riah. 

4. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam 

penetapan putusan Nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Sda. 

5. Hak hadanah terhadap istri yang murtad. 

6. Analisis pendekatan maq<as}id sha<riah terhadap putusan hakim Pengadilan 

Agama Sidoarjo Nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Sda.  

 

Dari identifikasi masalah tersebut. Maka penulis akan membatasi masalah 

yang akan dikaji sebagai berikut: 
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1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penetapan 

putusan Nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Sda. 

2. Hadanah dan hak hadanah terhadap istri yang murtad  

3. Analisis pendekatan maq<as}id sha<riah terhadap putusan hakim Pengadilan 

Agama Sidoarjo Nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Sda.  

 

C. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi dan batasan masalah tersebut maka masalah yang akan 

peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama 

Sidoarjo Nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Sda. 

2. Bagaimana hadanah dan hak hadanah terhadap istri yang murtad 

3. Bagaimana analisis pendekatan maq<as}id sha<riah terhadap putusan hakim 

Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Sda. 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang 

sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas 

bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi 

dari kajian atau penelitian yang telah ada.
13

 

Diantaranya adalah: 

                                                           
13

 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis 

Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8. 
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1. Hanum Azkiyah, dengan skripsinya yang berjudul ‚Analisis Hukum Islam 

Terhadap Pertimbangan hakim Pengadilan Sidoarjo Nomor 

103/Pdt.G/2011/PA. Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan 

Kepada Istri Yang Murtad‛ (Skripsi 2014) Menjelaskan pemberian hak 

asuh anak yang diberikan kepada istri yang murtad‛. Sedangkan alasan 

pihak Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan putusan tersebut 

dikarenakan anak suami istri tersebut masih berumur satu tahun tiga 

bulan dan masih membutuhkan seorang ibu yang merawatnya, dan skripsi 

diatas menganalisis putusan tersebut dengan menggunakan hukum islam 

dan menggunakan dalil Al-Quran dan hadis.
14

 

Sedangkan skripsi yang akan di paparkan penulis ialah 

menganalisi dengan menggunakan pendekatan maq<as}id sha<riah 

2. Muhammad Imamul Umam, dengan skripsinya yang berjudul ‚ Hak Asuh 

Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad‛ (Skripsi 2012) 

yang pada intinya membahas tentang putusan hakim PA. Salatiga yang 

menyatakan bahwa memberikan hak asuh anak kepada ayahnya 

dikarenakan ibu telah keluar dari agama Islam.
15

 

 Perbedaan dari skripsi diatas dengan skripsi yang akan dipaparkan 

oleh penulis adalah hak asuh si anak diberikan kepada ayahnya sedangkan 

                                                           
14

Hanum Azkiyah, Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan 

AgamaSidoarjo Nomor 103/Pdt.G/2011/ PA. Sda, Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan 

Kepada Isteri Yang Murtad, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). 
15

 Muhammad Imamul Umam, Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Isteri Murtad, 

(Skripsi Fakultas Syariah IAIN Salatiga). 
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skripsi yang akan dipaparkan penulis adalah hak asuh anak diberikan 

kepada ibunya yang murtad. 

3. A. Rakhmad Hidayat, dengan skripsinya yang berjudul ‚Studi Komparatif 

Konsep Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hambal tentang Pemberian 

Hak Asuh Anak Terhadap Istri Murtad‛ (Skripsi 2006) yang membahas 

tentang konsep Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam 

mensyaratkan atau tidak adanya seorang H}adin  Beragama Islam.
16

 

Perbedaan dari skripsi diatas adalah analisisnya menggunakan 

studi komparatif konsep imam hanafi dan imam ahmad bin hambal 

sedangkan skripsi yang akan dipaparkan oleh penulis adalah di tinjau 

menggunakan maq<as}id sha<riah. 

4. Mochamad Firdaos, dengan skripsinya yang berjudul ‚Tinjauan 

Maslachah Mursalah terhadap Hadanah Ibu Murtad (Analisis Putusan 

Pengadilan Agama Maumere No. 1/Pdt.G/2013/PA. Mur)‛ (Skripsi 2016) 

Kesimpulan dalam pembahasan tersebut adalah mengenai pemberian hak 

had}anah hadis anak yang belum mumayiz kepada ibu yang murtad 

dikarenakan anak masih kecil atau belum mumayiz
 17

 

Sedangkan perbedaan skripsi di atas dengan skripsi penulis ialah 

ditinjau dari maslahah mursalah sedangkan skripsi yang akan ditulis 

penulis ialah ditinjau menggunakan maq<as}id sha<riah. 

                                                           
16

 A. Rakhmad Hidayat, Studi Komparatif Konsep Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hambal 

Tentang Pemberian Hak Asuh Anak  Terhadap Isteri Murtad, (Skripsi Fakultas syariah IAIN 

Sunan Ampel Surabaya, 2006).   
17

 Mochamad Firdaos, Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Hadhanah Ibu Murtad (Analisis 

Putusan Pengadilan Agama maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Mur),(Skripsi Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016).  
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Beberapa skripsi diatas memang membahas masalah hak asuh anak yang 

diberikan kepada istri yang murtad, akan tetapi pendekatan dan titiktolak 

pembahasan yang dikemukan berbeda dengan skripsi penulis, bahwa dalam judul 

skripsi penulis mengenai tinjauan maq<as}id sha<riah terhadap putusan hakim 

tentang hak asuh anak yang diberikan kepada istri yang murtad, apa saja 

pertimbangan dan dasar hukum hakim memutus perkara tersebut dengan 

menganalisis kembali melalui tinjauan maq<as}id sha<riah. 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah, maka 

tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui apa landasan hukum hakim Pengadilan Agama 

Sidoarjo dalam pengabulan putusan tersebut. 

2. Untuk mengetahui tinjauan maq<as}id sha<riah terhadap pandangan hakim 

terkait penerapan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 

103/Pdt.G/2011/PA. Sda tentang hak asuh anak yang diberikan kepada 

istri yang murtad. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik 

bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 
 

secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang di lakukan ini dapat di 

tinjau dari dua aspek, yaitu : 

1. Secara teori, hasil penelitianinidiharapkan bisa menambah 

pengetahuan dan informasi dalam  hukum keluarga Islam atau Al-

Ah}wal Shakhsiyah. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi 

yang tepat untuk mengatasi masalah kesenjangan problematika 

mengenai hak asuh dalam bidang hukum Islam menggunaka 

pendekatan maq<as}id sha<riah 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian 

skripsi ini, yaitu ‚Tinjauan Maq<as}id Sha<riah Terhadap Putusan Nomor 

103/Pdt.G/2011/PA.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Istri 

Yang Murtad‛. Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan 

judul di atas: 

maq<as}id sha<riah :tujuan-tujuan pokok (d}aruriy)  disyariatkannya 

hukum oleh Allah Yang jumlahnya ada lima 

yaitu: 

1. Memelihara agama (H}ifz} al-din) 

2. Memelihara jiwa (H}ifz} al-nasl) 

3. Memelihara akal (H}ifz} al-aql) 
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4. Memelihara keturunan (H}ifz} al-nasl) 

5. Memelihara harta (H}ifz} al-mal)18
 

Hak asuh anak : pemeliharaan anak pasca perceraian 

Murtad : istri kembali ke agamanya semula yaitu Kristen 

Protestan  

 

 

H.  Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai 

berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

a. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 

103/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang hak asuh anak yang diberikan 

kepada istri yang murtad. 

b. Tinjauan maq<as}id sha<riah terhadap putusan Nomor 

103/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang hak asuh anak yang diberikan 

kepada istri yang murtad. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syariah Menurut Syatibi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada,1996), 72. 
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2. Sumber data 

a. Sumber primer 

Sumber primer adalahsumber yang bersifat utama dan yang 

memungkinkan untuk mendapatkansejumlah informasi yang 

diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,
19

Yaitu Salinan putusan 

Pengadilan Agama sidoarjo dalam perkara Nomor 

103/Pdt.G/2011/PA.Sda. 

b. Sumber sekunder 

Sumber sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak 

lain.
20

 Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari 

buku-buku dan catatan atau dokumen tentang apa saja yang 

berhubungan dengan obyek penelitian. 

3. Teknik pengumpulan data 

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah 

teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengetahui 

pertimbangan hokum hakim dengan cara menelaah dokumen 

putusan perkara Nomor 103/ Pdt.G/2011/PA. Sda di Pengadilan 

Agama Sidoarjo tentang hak asuh anak yang diberikan kepada istri 

yang murtad. 

                                                           
19

 Bambang Sunggono, Metodologi peneliptian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 119. 
20

 Hermawan Wasito, Pengantar Metodologip Penelitian-Buku Paduan Mahasiswa, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69. 
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b. Teknik pustaka, teknik ini digunakan untuk mengetahui data 

tentang teori maq<as}id sha<riah dan hadanah. 

 

 

4. Teknik pengolahan data 

data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber 

data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 

dengan memeilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi 

yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, 

keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
21

 

Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-

data yang sudah penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai 

sumber-sumber studi dokumentasi. 

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber 

dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh 

gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta 

mengelompokan data yang diperoleh.
22

 

c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap 

hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari 

                                                           
21

Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,1977), 153. 
22

Ibid, 154. 
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sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-

dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.
23

 

5. Teknik analisis data 

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis verifikatif dengan 

pola pikir deduktif, yaitu menganalisa data dengan cara memaparkan data apa 

adanya, dalam hal ini data tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan 

Nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang hak asuh anak yang diberikan kepada 

istri yang murtad, selanjutnya dianalisa dan diverifikasi dengan menggunakan 

teori Maq<as}id shariah. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang 

berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori Maq<as}id shariah, 

selanjutnya di aplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini 

putusan Nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang hak asuh anak yang berikan 

kepada istri yang murtad. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah sesuai dengan apa yang 

direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

Bab I : yaitu pendahuluan. Dalam bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab 

yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

maslah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 

definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

                                                           
23

Ibid, 195. 
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Bab II: dalam bab ini memuat tentang pengertian had}anah, dasar hukum had}anah, 

urutan pemegang hadanah, syarat dan tujuan had}anah, dan pihak yang 

berhak sebagai pemegang hak had}anah dan tinjauan umum tentang 

maq<as}id sha<riah meliputi pengertian maq<as}id sha<riah, dasar hukum 

maq<as}id sha<riah, macam-macam maq<as}id sha<riah, tujuan maq<as}id sha<riah, 

selanjutnya. 

Bab III: Data penelitian. Bab ini memuat tentang data pertimbangan hakim 

dalam putusan Pengadian Agama Sidoarjo dan kewenangan Pengadilan 

Agama Sidoarjo. Gambaran identifikasi Pengadilan Agama Sidoarjo 

meliputi, tentang pengajuan perkara Had}anah Nomor 

103/Pdt.G/2011/PA.Sda dan tentang alasan hakim Pengadilan Agama 

Sidoarjo tentang penetapan hak asuh anak yang diberikan kepada istri 

yang murtad. 

Bab IV: analisis data. Bab ini memuat analisis hukum islam dengan pendekatan 

maq<as}id sha<riah terhadap putusan hakim Nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Sda 

tentang hak asuh anak yang diberikan kepada istri yang murtad. 

Bab V: yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari 

hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran. 

 

 

 

 

 


